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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR /4 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016;

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

S. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4664);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negera Nomor 4697);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4698),

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 28);



26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008
Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Lembaga Teknis Daecrah, Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2008 Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);

31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2009 Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009
Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Magelang Tahun 2010-2015
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011
Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN
2016.



Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016
merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2016.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016
digunakan sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun
2016 disusun sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2016

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BABV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2016
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA MAGELANG,
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Diundangkan di Magelang
pada tanggal £2 Mei 2Q15

SEKRETARIS DAE TA MAGELANG,
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BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR /4
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pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2 RKPD Kota Magelang 2016 menegaskan norma bahwa prioritas anggaran

mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan 2016 setelah dilakukan
sinkronisasi dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Selain itu, memastikan
prioritas usulan pada daftar kegiatan prioritas yang fokus dan sudah siap untuk
dilaksanakan

3. Setelah rancangan akhir RKPD Kota Magelang 2016 ditetapkan tidak akan lagi
menerima daftar tambahan usulan kegiatan.

4, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk
masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan
program-program RKPD Kota Magelang Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.

5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Magelang tahun 2016, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan
baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

6. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan
baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun
dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016 sebagai penjabaran
dari Rencana Starategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

7. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui
Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

8. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat
berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program
pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas
dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kota Magelang.

9. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016, Badan Perencanaan Kota Magelang berkewajiban
untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas
RKPD tahun 2016, ke dalam Rencana Kerja Satuan rja Perangkat Daerah dan

ikatif SKPD 2016.

Kebijakan Umum APBD 2016 serta Prioritas dan Pagu I
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pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2, RKPD Kota Magelang 2016 menegaskan norma bahwa prioritas anggaran
mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan 2016 setelah dilakukan

sinkronisasi dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Selain itu, memastikan

prioritas usulan pada daftar kegiatan prioritas yang fokus dan sudah siap untuk
dilaksanakan

3. Setelah rancangan akhir RKPD Kota Magelang 2016 ditetapkan tidak akan lagi
menerima daftar tambahan usulan kegiatan.

4, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakehol/ders pembangunan termasuk
masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan
program-program RKPD Kota Magelang Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.

5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Magelang tahun 2016, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan
baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

6. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan
baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun
dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016 sebagai penjabaran
dari Rencana Starategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

7 Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui
Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

8. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat
berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program
pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas
dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kota Magelang.

9. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016, Badan Perencanaan Kota Magelang berkewajiban
untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas
RKPD tahun 2016, ke dalam Rencana Kerja Satugn Kerja Perangkat Daerah dan

Kebijakan Umum APBD 2016 serta Prioritas dan Pagl Indikatif SKPD 2016.

IKOTA MAGELANG
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pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

2. RKPD Kota Magelang 2016 menegaskan norma bahwa prioritas anggaran
mendahulukan pencapaian sasaran prioritas pembangunan 2016 setelah dilakukan
sinkronisasi dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi. Selain itu, memastikan

prioritas usulan pada daftar kegiatan prioritas yang fokus dan sudah siap untuk
dilaksanakan

3. Setelah rancangan akhir RKPD Kota Magelang 2016 ditetapkan tidak akan lagi
menerima daftar tambahan usulan kegiatan.

4,  Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk
masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan
program-program RKPD Kota Magelang Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya.

5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Magelang tahun 2016, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan
baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

6. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan
baik yang bersumber dari APBD Kota Magelang, APBD Propinsi Jawa Tengah maupun
dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016 sebagai penjabaran
dari Rencana Starategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

7. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui
Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

8. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat
berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program
pembangunan. Program tersebut direncana berdasarkan peran serta masyarakat
dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Masyarakat diharapkan dapat bertindak sebagai pengawas
dalam pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan pembangunan di Kota Magelang.

S, Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016, Badan Perencanaan Kota Magelang berkewajiban

untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhgdap penjabaran dan sinergisitas

RKPD tahun 2016, ke dalam Rencana Kerja Satyan Kerja Perangkat Daerah dan
Kebijakan Umum APBD 2016 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD 2016.
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